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P U T U S A N 

Nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Kph 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili 

perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh: 

Elvi Sukaisih binti Sahirun, NIK 1708015505890003, tempat tanggal lahir 

Air Raman, 15 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, 

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Karang 

Tengah, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, 

selanjutnya disebut sebagai Penggugat; 

m e l a w a n 

Putra bin Bustami alias Bustomi, NIK 1708011202880001, tempat tanggal 

lahir Peraduan Binjai, 06 Juni 1986, agama Islam, pendidikan 

SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa 

Peraduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten 

Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;  

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 

21 September 2023 mengajukan perkara cerai gugat yang telah didaftarkan 

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada tanggal yang sama, 

dengan register perkara nomor 264/Pdt.G/2023/PA.Kph, telah menerangkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan 

Tergugat pada hari Senin, 29 Oktober 2007, dengan wali nikah ayah 
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kandung Penggugat, status Perawan dengan Jejaka, dengan mas 

kawin berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar Tunai sebagaimana 

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 175/20/X/2007 yang 

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat 

Karai,  Kabupaten Kepahiang tanggal 29 Oktober 2007;   

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina 

rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Terggugat yang 

beralamat di Desa Praduan Binjai, Kecamatan Tebat Karai, 

Kabupaten Kepahiang lalu pindah kerumah nenek dari Tergugat yang 

beralamat Desa Kelobak, Kecamatan Kepahiang sampai dengan 

berpisah;   

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah 

melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang 

bernama:  

a. Febi Farera, NIK 1708016303080002, Perempuan, lahir di 

Peraduan Binjai, 23 Maret 2008, pendidikan SMP, Sekarang 

tinggal bersama orang tua Penggugat.  

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) 

tahun, kemudian setelah tahun 2008 terjadi pertengkaran dan 

perselisihan terus-menerus, sehingga Penggugat merasakan apa 

yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam 

Undang-Undang Perkawinan tidak berhasil dicapai oleh Penggugat 

dan Tergugat;   

5. Bahwa Penggugat telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat 

mempertahankan perkawinan ini tetapi upaya tersebut sepertinya 

semakin sulit terwujud, sehingga Penggugat memutuskan untuk 

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kepahiang. Adapun 

sebab-sebab perceraian ini diajukan dan penyebab pertengkaran 

tersebut adalah sebagai berikut:  

a. Tergugat sering marah-marah serta melakukan tindakan 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;   

b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain  
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6. Bahwa sekira pada tahun 2015 terjadilah puncak perselisihan antara 

Penggugat dan Tergugat disaat Penggugat mengetahui dan 

membicarakan soal hubungan Termohon dengan wanita yang sering 

dihubungi oleh Termohon, namun Termohon malah marah-marah, 

melakukan kekersana fisik kepada Penggugat serta mengusir 

Penggugat dari rumah sehingga Penggugat benar-benar 

meninggalkan rumah hingga sekarang;   

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat 

dengan Tergugat, akan tetapi perdamaian yang terakhir dari 

perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ini tidak berhasil;   

8. Bahwa, berdasarkan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat 

merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat 

dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, 

maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;   

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam 

perkara ini;  

PRIMER: 

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Putra bin Bustami 

alias Bustomi) terhadap Penggugat (Elvi Sukaisih binti Sahirun);   

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

SUBSIDER:                                                               

  Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang 

seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono). 

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, 

Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat 

tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap 

sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan sidang perkara Nomor 

264/Pdt.G/2023/PA.Kph yang dibacakan di persidangan;  

Bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim di persidangan telah 

memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tidak jadi bercerai 
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dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak 

dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum, 

dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan Penggugat; 

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, 

maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab 

gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka 

Penggugat tetap dibebani wajib bukti;  

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut: 

A. Alat bukti surat 

    Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 175/20/X/2007 yang dikeluarkan 

oleh KUA Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu tanggal 29 

Oktober 2007 telah bermeterei cukup serta dinazegelen pos dan telah 

dicocokkan sesuai dengan aslinya (P); 

B. Alat bukti saksi 

1.  Dodi Kenderi bin Darmansah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan 

petani, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Karang 

Tengah, Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, saksi mengaku 

sebagai tetangga Penggugat Penggugat, yang dibawah sumpahnya 

menerangkan sebagai berikut:  

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah 

orang tua Tergugat;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, 

bernama Febi Farera, lahir di Peraduan Binjai, 23 Maret 2008; 

 Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya 

rukun harmonis, setelah itu sejak tahun 2008 sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;  

 Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat 

sering memukul Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita 

idaman lain dan Tergugat juga suka berfoya-foya; 
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 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang 

lebih sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, saat anak Penggugat 

berumur 8 (delapan) tahun yang lalu; 

 Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan 

Tergugat berselisih dan bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, Penggugat 

dipukul oleh Tergugat, sampai lebam; 

 Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, namun tidak berhasil; 

2.  Nurna Nengsi binti Suhi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan 

petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Karang 

Tengah, Kecamatan Tebat Karai, saksi mengaku sebagai tetangga 

Penggugat, yang dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut: 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah 

orang tua Tergugat;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, 

bernama Febi Farera, lahir di Peraduan Binjai, 23 Maret 2008; 

 Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya 

rukun harmonis, setelah itu sejak tahun 2008 sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran;  

 Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dikarenakan 

Tergugat memukul Penggugat sampai lebam, Tergugat sering 

selingkuh dengan wanita idaman lain, Penggugat sering membaca 

sms mesra Tergugat dengan selingkuhannya; 

 Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang 

lebih sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, saat anak Penggugat 

berumur 8 (delapan) tahun yang lalu; 

 Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi 

mengetahui dari pengaduan Penggugat, bila terjadi pertengkaran 

Penggugat berlari dan menangis kerumah saksi; 

 Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Penggugat 

dan Tergugat, namun tidak berhasil; 
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Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat telah 

membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;  

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang 

pada pokoknya tidak akan menambah keterangan ataupun alat bukti apapun 

lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;  

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal - hal sebagaimana terurai dalam 

berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya Hakim merujuk 

berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut di atas;  

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan 

Tergugat dan saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, 

karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk 

mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam 

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. 

Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan 

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang 

sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan 

Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan 

diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal mana sesuai pula dengan 

pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab 

Al-Imam Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih menjadi pendapat 

Hakim, sebagai berikut: 

 

Artinya : “Jika Tergugat enggan hadir dalam persidangan setelah dipanggil 

dua kali, Hakim dapat memutus perkara tanpa hadirnya Tergugat”. 
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Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim telah berusaha 

menasehati Penggugat agar tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak 

berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah 

terpenuhi;  

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 

01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat 

dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat 

adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat, yang semula kehidupan 

rumah tangganya rukun dan harmonis tetapi kemudian sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul 

Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat 

juga suka berfoya-foya;. Akibatnya sejak sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu, 

saat anak Penggugat berumur 8 (delapan) tahun yang lalu hingga sekarang 

antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Selama 

berpisah tersebut telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dari 

pihak keluarga namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup 

alasan dan bukti bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai 

suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk 

membuktikan kebenaran alasan perceraiannya, meskipun Tergugat tidak 

hadir di persidangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik 

yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat 

oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 

R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat 

(1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara 

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;  
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Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang 

demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di 

persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi 

saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 

171,172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan 

dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian 

serta ada relevansinya dengan pokok perkara. Oleh karena itu telah 

memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 

309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima 

sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat 

bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian, 

maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah 

orang tua Tergugat, sampai dengan berpisah;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, 

bernama Febi Farera, lahir di Peraduan Binjai, 23 Maret 2008;  

 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 sering 

terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, 

Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat juga 

suka berfoya-foya; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2016 

yang lalu; 

 Bahwa Hakim dan keluarga para pihak telah berusaha merukunkan 

Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat 

indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak 

dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah 

pisah tempat tinggal dan apabila dibiarkan akan membawa dampak 

penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat 

dikonklusikan oleh Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat 
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telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun 

menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah 

sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran 

Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai; 

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam 

yang termuat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang 

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim: 

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan 

Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu 

bain jika telah nyata adanya kemudharatan dalam rumah tangga 

mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;  

 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut 

diatas Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum 

dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum 

Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat 

patut untuk dikabulkan; 

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut beralasan 

dan telah terbukti menurut hukum maka dapat dikabulkan dengan 

menetapkan jatuh talak satu ba’in sughra Tergugat kepada Penggugat 

sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan 

maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 

50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;  

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  
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MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut 

untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Putra bin Bustami 

alias Bustomi) Terhadap Penggugat (Elvi Sukaisih binti Sahirun);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp385.000,00(tiga ratus delapan puluh limaribu rupiah). 

 

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kepahiang pada hari Senin  

tanggal 02 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul 

Awwal 1445 Hijriah oleh Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., sebagai Hakim 

Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka 

untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Jenni Kurniawaty, S.H., 

M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa 

hadirnya Tergugat; 

 

Panitera Pengganti, 

 

ttd 

 

Jenni Kurniawaty, S.H., M.H. 

Hakim Tunggal, 

 

ttd 

 

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H. 

 

Perincian Biaya Perkara : 

1. Biaya pendaftaran  Rp.   30.000,00 

2. Biaya proses   Rp.   75.000,00 

3. Biaya panggilan  Rp.  240.000,00 

4. Biaya PNBP  Rp.   20.000,00 

5. Biaya redaksi  Rp.   10.000,00 

6. Biaya materai   Rp.   10.000,00 

Jumlah    Rp.  385.000,00 

    (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) 
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